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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Gambaran Umum Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang- undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau tindakan pidana. Istilah strafbaar feit telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut :
a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
b. Peristiwa pidana
c. Perbuatan pidana
d. Tindak pidana.[footnoteRef:2] [2:  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.26] 

Para sarjana memberikan pengertian strafbaar feit satu sama lain berbeda-beda antara lain:
Menurut Simons merumuskan strafbaar feit adalah :
Suatu handeling (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan schuld oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu :
a. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
b. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.[footnoteRef:3] [3:  M. Hamdan., Tindak Pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015, h.8] 

Van Hamel merumuskan strafbaar feit itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana’.[footnoteRef:4] Perumusan VOS bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.[footnoteRef:5] [4:  Ibid, h.8]  [5:  Adami Chazawi, Op.Cit, h.28.] 

Moeljatno menyebutkan bahwa :
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. [footnoteRef:6] [6:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2018, h.54] 


R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah :
Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :
a. Harus ada suatu peruatan manusia
b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
e. Terhadap perbuatan  itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.[footnoteRef:7] [7:  R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Tiara, Jakarta, 2019, h.28] 


PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.[footnoteRef:8]  [8:  P.A.F., Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h 182  ] 

Leden Marpaung meyebutkan strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[footnoteRef:9] [9:  Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h 8.  ] 

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah “sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.[footnoteRef:10]  [10:  Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 96.  ] 

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.
R. Soesilo menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau  diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.[footnoteRef:11]  [11:  R. Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, 2018, h.24.] 


2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.
Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:
a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan. 
b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. 
c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya.Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka. 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu : 
1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. 
2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.[footnoteRef:12]  [12:  Moeljatno, Op.Cit,  h.47] 


Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. 
Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (minsdrijven) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran overtredigen yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :
a. Kejahatan adalah rechtsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. 
b. Pelanggaran adalah wetsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.[footnoteRef:13]  [13:  Tri Andrisman. Op.Cit, h. 86] 


Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :
a. Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang. 
b. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.[footnoteRef:14]  [14:  Ibid, h.87] 


3. Unsur-Unsur Tindak Pidana
R. Soesilo menyebutkan bahwa dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :
a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi :
1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. [footnoteRef:15] [15:  R. Soesilo,Op.Cit, h.26 ] 


Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila   perbuatan tersebut memenuhi unsur :
a. Melawan hukum
b. Merugikan masyarakat
c. Dilarang oleh aturan pidana
d. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.[footnoteRef:16] [16:  M. Hamdan., Op.Cit,  h.10] 

Perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat  menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan  masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUH.Pidana) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.
Sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang  berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa sanksi pidana pada kejahatan umumnya yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.
4. Pelaku Tindak Pidana
Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
Menurut PAF.Lamintang menyatakan :
Memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader  atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau formale delicten atau yang sering disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang  dader itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakuka pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.[footnoteRef:17] [17: PAF. Lamintang. Op.Cit,  h. 590.] 


Dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP  yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan deelneming (penyertaan). Deelneming adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.
Pasal 55 KUHP: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
(1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 
(2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
(3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 

Pasal 56 KUHP: Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 
(1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
(2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.
Berdasarkan ketentuan dalam KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa antara yang menyuruh maupun yang membantu suatu perbuatan tindak pidana dikategorikan sebagai pembuat tindak pidana. Hal yang penting dalam Pasal 56 KUHP ini adalah dibedakannya antara  dua jenis membantu, yaitu: 
a. Membantu melakukan kejahatan 
b. Membantu untuk melakukan kejahatan. 
Membantu melakukan maka bantuan diberi pada saat kejahatan sedang dilakukan sedangkan dalam hal untuk membantu melakukan kejahatan maka bantuan diberikan pada waktu sebelum kejahatan dilakukan. Membantu untuk melakukan kejahatan, cara-cara membantu itu ditentukan secara limitatif yaitu; memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Cara-cara membantu melakukan kejahatan tidak disebutkan. 
Menentukan apakah perkara yang yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu atau perkara tentang membujuk melakukan, dapat berpegangan pada ukuran apabila kehendak untuk berbuat jahat telah ada, maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu, sedangkan apabila kehendak untuk berbuat jahat justru ditimbulkan oleh memberi kesempatan dan daya upaya atau keterangan itu maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membujuk atau menyuruh melakukan.
Berdasarkan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana. 

1. Gambaran Umum Tentang Minyak dan Gas Bumi
1. Pengertian Minyak dan Gas Bumi
Menurut A. Harjono bahwa :
Minyak bumi berasal dari formasi batuan yang berumur antara sepuluh juta tahun sampai empat ratus juta tahun, dan pembentukan minyak bumi berkaitan dengan pemgembangan batuan sedimen berbutir halus, yang mengendap dilaut atau didekat laut dan atau produk dari binatang dan tumbuh-tumbuhan yang hidup dilaut.[footnoteRef:18] [18: A. Harjono, Teknologi Minyak Bumi, Gajah Mada University Press,Yogyakarta, 2017, h. 8] 


Minyak bumi adalah suatu campuran yang sangat kompleks yang terutama terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa-senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai unsure karbon dan hidrogen saja. “Dalam minyak bumi terdapat unsur belerang, nitrogen, oksigen dan logam-logam khususnya vanadium, nikel, besi dan tembaga, walaupun dalam jumlah yang sedikit yang terikat sebagai senyawa-senyawa organik”.[footnoteRef:19] [19:  Ibid, h.12] 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah “Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termaksud aspal, lilin mineral atau ozokerit , dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidriokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi”.
Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. 
Hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, menyesakkan tetapi tidak bersifat racun.[footnoteRef:20] [20: Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2015, h.23] 


Di Indonesia spesifikasi produk bahan bakar minyak ditetapkan sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi. Ada beberapa macam cara penggolongan produk jadi yang dihasilkan oleh kilang minyak. Di antaranya produk jadi kilang minyak dapat dibagi menjadi produk bahan bakar minyak (BBM) dan produk bukan bahan bakar minyak (BBBM).
Termasuk dalam produk BBM adalah bensir penerbangan, bensin motor, bahan bakar jet, kerosin, solar, minyak diesel dan minyak bakar. Termasuk produk BBBM ialah: Elpiji (Iiquified petroleum gases-LPG), pelarut, minyak pelumas, gemuk, aspal, malam parafin,hitam karbon (carbon black), dan kokas.
Pengertian gas bumi di atur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang di peroleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi”.
Penjelasan Pasal di atas tersebut bahwa gas bumi adalah hasil Proses alami hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

2. Tindak Pidana Kegiatan Usaha Niaga Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas:
1. Kegiatan usaha hulu yang mencakup:
a. Eksplorasi;
b. Eksploitasi.  
2. Kegiatan usaha hilir yang mencakup :
a. Pengolahan; 
b. Pengangkutan
c. Penyimpanan; 
d. Niaga.
Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana. Sedangkan kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.
Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas:
1. Izin Usaha Pengolahan; 
2. Izin Usaha Pengangkutan;
3. Izin Usaha Penyimpanan; 
4. Izin Usaha Niaga. 
Khusus dalam pembahasan skripsi ini akan dikemukakan tentang tindak pidana tanpa izin melakukan kegiatan usaha hilir minyak bumi. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga.
Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi :
(1) Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin Usaha dari Pemerintah.
(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk Kegiatan Usaha Minyak Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
a. Izin Usaha Pengolahan
b. Izin Usaha Pengangkutan
c. Izin Usaha Penyimpanan
d. Izin Usaha Niaga
(3) Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha :
a. Pengolahan terdiri dari kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/ataugas bumi, tetapi tidak termasuk golongan lapangan.
b. Pengangkutan terdiri dari kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya; dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan; dan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi 
c. Penyimpanan adalah kegiatan berupa penerimaan; pengumpulan; penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi. 
d. Niaga adalah kegiatan terdiri dari pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.[footnoteRef:21] [21:  Salim HS., Op. Cit. hlm 243] 


Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir meliputi:
a. Kegiatan usaha pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertingggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi, hasil olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
b. Kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalaui darat, air dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tenpat lain untuk tujuan komersial;
c. Kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.
d. Kegiatan usaha niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa.
Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas :
a. Izin usaha pengolahan.
b. Izin usaha pengangkutan.
c. Izin usaha penyimpanan.
d. Izin usaha niaga.
Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin usaha biasanya memuat nama penyelenggara; jenis usaha yang diberikan. 
Setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha berdasarkan :
a. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha.
b. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha.
c. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetepkan berdasarkan undang-undang.
Sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha, pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada  badan usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh :
a. Badan Usaha Milik Negara
b. Badan Usaha Milik Daerah
c. Koperasi, usaha kecil
d. Badan usaha swasta.
Ketentuan tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha diatur secara tegas dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)”
Berdasarkan apa yang terdapat dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan niaga tanpa izin usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau perseorang dalam menjual, membeli, ekspor, impor bahan bakar minyak tanpa izin yang di keluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Ketentuan pidana pokok mengatur tentang niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha adanya pidana penjara dan pidana denda..
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perniagaan Minyak dan Gas Bumi.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang bentuk tindak pidana. Adapun bentuk tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagai berikut :
a. Melakukan survey umum yang tanpa izin dari pemerintah. Survei umum adalah  kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi diluar wilayah kerja (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001). 
b. Dalam hal melakukan pengolahan dalam usaha minyak bumi tanpa izin dari pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001) 
c. Dalam hal melakukan pengangkutan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001) 
d. Dalam hal melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001). 
e. Dalam hal niaga, tanpa disertai izin usaha niaga (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001) 
f. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh pemerintah. 
g. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).[footnoteRef:22]  [22:  Ibid.,  h. 40] 


Berdasarkan beberapa bentuk tindak pidana yang dikemukakan di atas, pembagian pengaturannya juga berdasarkan KUHP yang dibagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran.
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